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bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 5 .
ayat {3) Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2008 tentang

Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah '
di lingkungan Pemerintah Kota Singkawang, perlu
menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Uraian Tugas
Jabatan Struktural di’lingkungan Badan Llngkungan
Hidup Kota Singkawang; '

Undang-Undang Nomor 12 'Tahun 2001 tentang
Pembentukan Kotd Singkawang ' (Lembaran Negara
Republik InduneSia%Tahun 2001 Nomor 92, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4119);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun - 2011 tentang
Pembentukan Perdturan Perundang—undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia - Nomor
5234);

Undang-Undang Nomor S Tahun 2014 tentang Aparatur
Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor -6, Tambahan Lcmbarnn Nvgm 0n chubhk
Indonesia Nomor 5494);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun '2014 tentang
Pemerintahan - Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana -
telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti -

Undang-Undang N;or‘nor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan
Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintah Daerah (Lembar Negara Republik Indonesia -
Tahun 2014. Nomor 246, ‘Tambahan Lembar Negara
Republik Indonesia Nomor 5589), :



Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang
Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
3547) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010 tentang Perubnhan
Atas Peraturan Pernerlntah Nomor 16 Tahun 1994
tentang Jabatan, Fungsmnal Pegawai Negeri Sipil
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor

51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5121);

Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000 tentang
' Formasi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2000 Nomor 194, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4G15) sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 54
Tahun 2003 tentang Perubahan Atas Peraturan
Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000 tentang Formasi -
Pegawai Negeri Sipil {Lembaran Negara Republik
. Indonesia Tahun 2003 Nomor 122, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4332);

Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 tentang
Pengadaan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 195, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4016)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2013 tentang
Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemcrintah Nomor 98
Tahun 2000 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor -
188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5467); d

Peraturan Pemerintah. Nomor 9 Tahun 2003 tentang
Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan
Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan
Lembaran Negarda Republik Indonesia Nomor 4263)
sebagaimana telah diubah dengan: Peraturan Pemerintah
Nomor 63 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan
Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang
Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai
Negeri Sipil (Lembaran Negara Repubhk Indoncesia Tahun
2009 Nomor 164); :

Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang .
Pedoman Organisasi Perangkat Dacrah (Lesmbaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);



10. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang
Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5139);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang
Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 121,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

- 5258);

12. Pperaturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 1 -
Tahun 2013 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan
Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tenlang Penilaian
Prestasi Kerja Pegawal Negeri Sipil (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 33); '

13. Peraturan Daerah. Kota Singkawang Nomor. - 5 Tahun
2008 tentang Urusan Pemerintahan Daoernh  Kota
Singkawang (Lembaran Daerah Kota Smgkuwum, Tahun
2008 Nomor 3J);

14. Peraturan Daerah Kota Singkawang Nomor 6 Tahun
2008 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi =~
. Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota -
Singkawang (Lembaran Daerah Kota Singkawang Tahun
2008 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Smgkawang
Nomor 14);

MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN : PERATURAN WALI, KOTA TENTANG ' URAIAN TUGAS
JABATAN STRUKTURAL DI LINGKUNGAN BADAN
LINGKUNGAN HIDUP KOTA SINGKAWANG.

BAB I
KETEN_TUA_N UMUM

Pasal 1 S o
Da'am Peraturan Wali Kota ini yang dima%%csud dengan: |
1. Daerah adalah Kota Singkawang. _ : :
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota£ dan Perangkat Daerah sebaga1 unsur

penyelenggara Pemerintahan Daerah. :

Wali Kota adalah Wali Kota Singkawang,
Wakil Wali Kota adalah Wakil Wali Kota Singkawang. :
Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Singkawang.
Badan adalah Badan Lingkungan Hidup Kota Singkawang. - '
Kepala Badan adalah Kepala Badan Lingkungan Hidup Kota Singkawang
Jabatan Struktural adalah kedudukan yang menunjukkan tugaes, tanggung

jawab, wewenang dan hak Pegawai Negeri Sipil (PNS) dalam rangka
memimpin suatu Organisasi Pemerintahan,
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9. Uraian Tugas adalah paparan atau bentangan atas semua tugas jabatan yang -
merupakan upaya pokok yang dilakukan pemegang jabatan dalam
memproses bahan kerja menjadi hasil kerja, dengan menggunakan perangkat
kerja dan dalam kondisi pelaksanaan tertentu. -

BAB II

URAIAN TUGAS KEPALA BADAN, SEKRETARIS, KEPALA BIDANG, KEPALA
SUB BAGIAN, DAN KEPALA SUB BIDANG

Bagian Kesatu
Kepala Badan

Pasal 2

(1) Badan Lingkungan Hidup adalah unsur pelaksana Otonorm Daerah d1 b1dang.
lingkungan hidup. -

(2) Badan Lingkungan Hldup d1p1mp1n oleh cha:la Badan, berkcdudukan
dibawah dan bertanggung jawab kepada Wali Kota melalui St,kretans Daerah.

{3) Kepala Badan sebagaimana dlmaksud dalam ayat (2) adalah unsur pimpinan
yang mempunyai tugas memimpin, membina, mengoordinasikan,
memfasilitasi, menyelenggarakan, - mcngawa31 dan mengendalikan kegiatan.
dibidang Lingkungan Hidup berdasarkan kebijakan Wali Kota dan Peraturan _
PerUndang-Undangan yang berlaku.

b 1
]

Pasal 3

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3),
Kepala Badan mempunyai uraian tugas :

a. Merumuskan dan merencanakan Rencana Strategis (Renstra) Badan
Lingkungan Hidup berdasarkan Rencana Pembangunan Juangka Menengah
(RPJM) Kota Singkawang serta ketentuan lain yang berlaku aclmg:u pedoman
dalam melaksanakan tugas; : .

b. Melakukan pembinaan terhadap Pegawai Negeri Sipil di ngkungan Badan -
Lingkungan Hidup sesuai dengan peraturan perunaangfundangan yang
berlaku guna peningkatan kinerja pegawai; : :

c. Mengarahkan Sekretaris, para Kepala Bidang, para Kepala Sub Baglan dan
para Kepala Sub Bidang dalam melaksanakan tugas berdasarkan pedoman
kerja untuk menghindari terjadinya penyelewengan wewenang; :

d. Mengkoordinasikan kegiatan Badan ngkungan Hidup dengan unit kerja :
terkait, berdasarkan ketentuan perundang—undangan yang berlaku agar
kegiatar. dapat dilaksanakan secara'telrarah, terpadu dan serasi; _ -

e. Memfasilitasi kegiatan Kesekretariatan Badan Lingkungan . Hidup
berdasarkan program kerja guna kelancaran pelaksanaan tugas;

f. Memberikan dukungan atas penyelenggaraan program dan ‘kegiatan yang

telah ditetapkan agar dapat terlaksana dengan; baik dan lancar;

g. Melakukan pengawasan dan p'engendalian terhadap Sekretaris, para Kepala -
Bidang, para Kepala Sub Bagian dan para Kepala- Sub Bidang dalam
pelaksanaan tugas, baik secara preventif maupun refresif untuk menghindari
kesalahan dan penyimpangan dalam pelaksanaan. tugas;



(1)
(2)

(3)

.berjalan baik dan lancar;

Melakukan penandatangan naskah dinas yang berhubungan dehgah masalah
Lingkungan Hidup sesuai kewenangan yang diserahkan oleh atasan guna
kelancaran pelaksanaan tugas;

Melakukan pembinaan dan pengendalian atas pengelolaan keuangan Badan
Lingkungan Hidup sesuai dengan ketentuan yang berlaku guna kelancaran .
pela.ksanaan tugas; : '

Memfasilitasi ‘lembaga atau masyarakat yang memerlukan informasi'
Lingkungan Hidup berdasarkan peraturan dan ketentuan yang berlaku guna
ketepatan informasi terkait pengelolaan lingkungan hidup skala kota;
Mengevaluasi seluruh kegiatan di Badan Lingkungan Hidup setiap 1 (satu)
Tahun Anggaran berdasarkan realisasi kegiatan guna memngkatkan
pelaksanaan kegiatan pada tahun yang akan datang;

Memberikan saran dan pertimbangan kepada pimpinan tentang pelaksanaan

tugas di bidang lingkungan hidup lsecara tertulis melalui nota dinas, nota .

pengajuan maupun secara lisan sesuai dengan ketentuan berlaku ‘agar
pelaksanaan urusan yang berhubungan dengan lingkungan hidup dapat
Melaporkan hasil kerja kepada pimpinan dengan memerintahrkan bawahan
untuk merekapitulasi kegiatan yang telah dilaksanakan untuk diketahui dan
sebagai bahan dalam pernbuatan laperan ke jenjang yang lebih tinggi; dan
Melaksanakan tugas kedinasan lainnya sesuai petunjuk dan arahan yang
diberikan oleh pimpinan untuk kelancaran pelaksanaan tugas.

Bagian Kedua
Sekretaris

‘ Pasal 4 _
Sekretariat adalah unsur staf yang berkedudukan dibawah Kepala Badan.
Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris yang bertanggung jawab kc,pada Kepala :
Badan.

Sekretaris sebagaimana dimaksud pada ayat (2), adalah unsur stuf yang
berkedudukan dibawah Kepala Badan yang mempunyai tugas melaksanakan
sebagian tugas Badan Lingkungan Hidup dalam ' mengoordinasikan

penyusunan program dan penyelenggaraan tugas bldang seria pelayanan
administrasi. _

Pasal 5

Untuk menyelenggarakan tugas schagaimana dimaksud dalim  Poasal 4,
Sekretaris mempunyai uraian tugas:

a.

Merencanakan - program kerja Sekretariat Badan - Lingkungan Hidup

berdasarkan Rencana Strategis (RENSTRA) serta ketentuan yang berlaku

sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas;

Membagi tugas kepada para Kepala Sub Bagian sesuai dengan tugas pokok
dan fungsi masing-masing agar pelaksanaan tugas sesuai dengan rencana
yang telah ditetapkan;
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¢. Memberi petunjuk kerja kepada para Kepala Sub Bagian sccara lisan dan
tertulis berdasarkan ketentuan yang berlaku agar tugas dapat dilaksanakan

( dengan cepat dan benar; ;
d. Mengkoordinasikan kegiatan Badan ‘Lingkungan Hidup' dengan unit kerja
terkait, berdasarkan ketentuan dan;‘peraturan perundang-undangan yang
berlaku agar kegiatan dapat dilaksanakan secara terarah, terpadu dan serasi;

e. Mclakukan pengawasan terhadap bawahan dalam melnksanakan tugns, baik
secara langsung maupun tidak langsung untuk menghindari penyimpangan
dari ketentuan yang berlaku; _

f. Mengelola administrasi kepegawaian, organisasi dan tataluksana,
keprotokolan dan humas, urusan umum dan rumah tangga Badan
Lingkungan Hidup berdasarkan tugas pokok dan fungm untuk kelancaran
pelaksanaan tugas;

g. Memfasilitasi sarana dan prasarana kesekretanatan Badan ngkungan
Hidup sesuai anggaran yang tersedia agar dapat terlaksana dengan balk

h. Melaksanakan pelayanan wurusan - surat menyurat dan pengar31pan
berdasarkan pedoman yang berlaku untuk tertib admlmstram,

i. Menelaah dan mengoreksi tata naskah dinas yang berkaitan dengan

 penatausahaan Badan Lingkungan Hidup berdasarkan pedoman dan
~ ketentuan yang berlaku sebagai bahan perumusan kebijakan pimpinan;

j- Melakukakan evaluasi pelaksanaan tugas para Kepala Sub Bagian dengan
membandingkan antara hasil kerja yang dicapai dengan rencana kerja yang

- ditetapkan untuk mengetahui tingkat kinerja yang dicapai;

k. Memberikan saran dan pertimbangan berkaitan dengan pengelolaan
kesekretariatan Badan Lingkungan Hidup kepada pimpinan secara lisan atau
tertulis berdasarkan hasil temuan dan masalah untuk dijadikan bahan
pertimbangan bagi pimpinan dalam mengambil kebijakan;

. Menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugas kepada pimﬁinan '
.berdasarkan kegiatan yang dilaksanakan kesekretaritan Badan Lingkungan -
Hidup sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan bahan evalua31
serta penilaian kinerja oleh pimpinan; dan

m. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang berkaitan dengan tugas pokok |
dan fungsi Sekretariat untuk kelancaran pelaksanaan tugas

. Pasal 6
Sekretaris Badan Lingkungan Hidup membawahi :
1. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
2.  Kepala Sub Bagian Program, Evaluasi dan Pelaporan;
3. Kepala Sub Bagian Keuangan.

Bagian Ketiga
Kepala Sub Bagian Umum Dan Kepegawaian

Pasal 7
'Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugns memimpin Sub
Bagian Umum dan Kepegawaian dalam rangka melaksanakun schagian tugas
Sekretariat meliputi mengumpul dan mengolah bahan kerja, koordinasi, [usilitasi
pelaksanaan tata usaha umum, yang meliputi urusan surat menyurat, kearsipan,
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mengolah data pegawai, proses mutasi Regawali, pensmn pegawai, penyusunan

formasi pegawai, kelembagaan, ketatalaksanaan, analisis jabatan (ANJAB),

analisa beban kerja, administrasi pexjalanan dinas, humas dan protokol serta
pelaksanaan urusan rumah tangga Badan yang meliputi pcngadaan penyaluran,

' penyimpanan dan pemeliharaan barang milik Badan.

Pasal 8

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud da]am Pnsal 7 Kepala
Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyau uraian tugas:. :

a.

Merencanakan program kerja Sub ‘Bagian Umum dan Kepegawalan'-
berdasarkan Rencana Strategis (RENSTRA) Badan ngkungan Hidup serta :
ketentuan yang berlaku sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas;

Membagi. tugas kepada bawahan sesuai tugas pokok dan fungsi masing-
masing agar pelaksanaan tugas sesuai dengan rencana yang tcluh ditetapkan;
Memberi petunjuk kerja kepada bawahan baik secara lisan muaupun tertulis

berdasarkan ketentuan agar tugas dapat dilaksanakan dengan cepat dan |
benar; :

Mengumpul dan mengolah bahan kerja, koordinasi, faqililuqi' pelaksnnaan
tata usaha meliputi urusan surat menyurat dan kearsipnn berdnsarkan
ketentuan yang berlaku guna tertib administrasi di ketatausahaan; .
Melaksanakan pengolahan data pegawai di lingkungan Badan Lingkungan
Hidup berdasarkan ketentuan yang berlaku agar tertatanya bczzetmg
kepegawaian dengan baik;

Melaksanakan proses mutasi dan pensiun pegawai di lmgkungan Badan
‘Lingkungan Hidup berdasarkan ketentuan yang bcrlaku guna dijadikan
bahan pengusulan lebih lanjut; : '

Menyusun formasi pegawai di lirigkungan Badan Lingkungan Hidup
berdasarkan ketentuan yang berlaku guna perencanaan - persediaan dan
kebutuhan pegawai; :

Menyusun analisis jabatan dan analisis beban kerja di lingkungan Badan -

" Lingkungan Hidup dalam rangka untuk mengetahui jumlah dan’ kua.htas

pegawai yang diperlukan;

‘Menyusun evaluasi jabatan di lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan.

Daerah dalam rangka penentuan nilai dan kelas jabatan pegawai negeri sipil
guna untuk menentukan besarnya ga_u yang diberikan kepada pemangku

~ jabatan;

Melaksanakan adrninistrasi perj‘al@nan dinas di lingku"ngan' Badan
Lingkungan Hidup berdasarkan ketentuan yang berlaku. agar tugas aapat
dilaksanakan dengan cepat dan benar serta tertih administrasi;

- Melaksanakan kegnatan kehumasan dan protokol di lmgkurigan ‘Badan

Lingkungan Hidup berdasarkan pedoman yang berlaku untuk kelancaran
pelaksanaan tugas; S

Melaksanakan urusan rumah tangga yang mellputl pengadaan, penyaluran,- _
penyimpanan dan pemeliharaan barang milik Badan ngkungan Hidup
sesuai ketentuan ‘agar tepat guna dan lepat sasaran;

. Mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan dengan membandmgkan hasﬂ :

kerja dengan rencana kerja yang telah disusun untuk mengetahm tingkat |
kinerja yang telah dicapai;



n. Mengontrol pelaksanaan tugas bawahan dalam melaksanakan tugas dan
kegiatan berdasarkan program kerja dan ketentuan yang berlaku untuk
menghindari terjadinya kesalahan dan penylmpangan dalam. pelaksanaan
tugas; : :

o. Membuat laporan hasil pelaksanaan tugas berdasarkan program kerja yang .
telah ditetapkan sebagai pertanggungjawaban kepada pimpinan; dan "

p. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang berkaitan dengan tupoksi sesuau
petunjuk dan arahan pimpinan‘untuk kelancaran pelaksanaan lugas. -

Bagian Keempat
Kepala Sub Bagian Program, Evaluasi dan Pelaporan

Pasal 9

Kepala Sub Bagian Program, Evaluasi dan . Pelaporan mempunyal tugas o
memimpin Sub Bagian Program, Evaluasi dan Pelaporan dalam rangka
melaksanakan sebagian tugas Sekretariat meliputi mengumpul dan mengolah -
bahan penyusunan rencana kerja tahunan {RKT), Penetapan Kinerja Tahunan
(PKT), mengolah bahan perumusan kebijakan teknis, koordinasi, fasilitasi serta
penyiapan bahan laporan program dan realisasi seluruh kegiatan di lingkungan
Badan, penyusunan RENJA, LAKIP, LKPJ, LPPD, mengolah bahan tindak lanjut

hasil pengawasan fungsional (LHP) dan pengawasan melekat (Waskat). '

Pasal 10

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Kepala
Sub Bagian Program, Evaluasi dan Pelaporan mempunyai uraian tugas :

. C

a. Merencanakan program kerja Sub Bagian Program, Evalunsi dan Pclaporan
berdasarkan Rencana Strategis (RENSTRA) Badan Lingkungan Hidup serta
ketentuan yang berlaku sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas;

b. Membagi tugas kepada bawahan sesuai tugas pokok dan fungsi i'nésing- _
masing agar pelaksanaan tugas scsuai dengan rencana yang telnh ditetapkan; -

c. Memberi petunjuk kerja kepada bawahan baik secara lisun moupun lertulis.
berdasarkan ketentuan yang berlaku agar tugas dapat’ dxluk&mmkan dengan
cepat dan benar; ;o _

d. Melaksanakan pengumpulan dan pengolahan bahan penyuqunan Rencana

‘Kerja (RENJA), Rencana Kerja Tahunan (RKT) dan Penectapan Kmel]a.

Tahunan (PKT) Badan Lingkungan Hidup berdasarkan ketentuan yvang

berlaku untuk kelancaran dalam pelaf:sanaan penyusunan laporan; -

e. Mclaksanakan pengolahan bahan perumusan kebijakan teknis, kdordinasi o

dan fasilitasi. berdasarkan ketentuan yang berlaku guna. mcmpermudah _

proses pelaksanaannya, : : o

.. Menyiapkan bahan laporan progra{n dan realisasi seluruh kegiatan di
lingkungan Badan Lingkungan Hidup sesuai ketentuan yang‘berlaku agar
pelaksanaan tugas berjalan lancar;

g. Melaksanakan penyusunan LAKIP,, IiKPJ dan LPPD berdasarkan program

. kegiatan yang telah dﬂaksanakan untuk mengetahui kmerja Badan- _

Lingkungan Hidup; i :



h. Mengolah bahan tindak lanjut hasil pengawasan fungsional (LHP) sesuai
dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku guna tercapamya‘
kinerja badan;

i. Mengolah bahan tindak lanjut hasil pengawasan melekat (WASKAT) sesuai
dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku guna tercapainya
kinerja badan; ‘

j. Menyusun laporan kinerja bulanan, triwulan dan tahunan berdasarkan
bahan dan materi dari unit kerja terkait sesuai metodologi dan ketentuan
yang berlaku guna tercapainya kinerja badan;

k. Melakukan evaluasi pelaksanaan tugas bawahan dengan membandzngkan
hasil kerja dengan rencana kerja yang telah disusun untuk mengetahm
tingkat kinerja yang telah dicapai;

l. Memberikan saran dan perumbangan berkaitan dengan tugas Sub Bagian
Program, Evaluasi dan Pelaporan secara lisan atau tertulis mengenai temuan

" dan masalah untuk dijadikan bahan perttmbangan bagx p1mp1nan dalam
mengambil kebijakan;

m. Mengontrol pelaksanaan tugas bawghan dalam melaksanakan tugas dan
kegiatan berdasarkan program kerja dan ketentuan yang berlaku untuk
menghindari kesalahan dan penyimpangan dalam pelaksanaan tugas;

n. Membuat laporan hasil pelaksanaun tugas berdasarkan program kerja yang -
telah ditetapkan sebagai pertanggungjawaban kepada pimpinan; dan

0. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang berkaitan dengan tupoksi sesuai
petunjuk dan arahan pimpinan 'untukikelancaran pelaksanaan tugas.

Bagian l'&elima
Kepala Sub Bagian Keuangan

Pasal 11
Kepala Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas memimpin Sub Bagian Bagian
Keuangan dalam rangka melaksanakan sebagian tugas Seckretariat meliputi
mengumpul dan mengolah bahan kerja dalam rangka mengoordinasikan |
penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Badan dan Dokumen Pelaksana.
Anggaran (DPA) Badan, penyusunan anggaran Kas Badam, mencliti kelengkapan
dokumen SPP, menyiapkan SPM, verifikasi atas pengguna anggaran Badan,
menyusun laporan keuangan Badan (bulanan, semesteran dan tahunan),
pengelolaan gaji pegawai, pengolahan data/perhitungdn/rekapitulasi laporan
 berkala terhadap belanja pegawai, barang dan jasa serta operasional Badan.

Pasal 12

Untuk menyelenggarakan tugas sebagainiana dimaksud dalam Pasal 11, Kepala
Sub Bagian Keuangan mempunyai uraian tugas :

a. Mcrencanakan program kerja Sub Bagian Keuangan be rdusmkan Rencana
Strategis (RENSTRA) Badan Lingkungan Hidup serta ketentuan yung berlaku
sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas;

b. Membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi
masing-masing agar pelaksanaan tugas sesuai dengan rencana yang telah
ditetapkan;



Memberi petunjuk kepada bawahan secara lisan maupun tertulis :
berdasarkan ketentuan yang berlaku agar tugas dapat. dllakqanakan dengan

cepat dan benar; ¥

Menyusun Rencana Kerja Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan = -

 Anggaran (DPA) Badan Lingkungan Hidup berdasarkan plapon dana yang' _
*  tersedia untuk dijadikan dasar dalam pelaksanaan program kegintan;

Menyusun anggaran kas Badan Lingkungan ‘Hidup bcrdasurkan |umlah _ |

anggaran yang tersedia agar tertib dalam pengelolaan anggaran,

Meneliti kelengkapan dokumen SPP Badan Lingkungan Hidup berdasarkan
kelentuan yang berlaku untuk menghindari kesalahan;

Menyiapkan SPM Badan ngkungan Hidup yang sudah diteliti berdesarkan
ketentuan yang berlaku untuk dijadikan bahan dalam pengajuan ke SKPD
terkait;

Melaksanakan verifikasi atas penggunaan anggaran Badan Lingkungan
H1dup berdasarkan anggaran yang tersedia guna memberi - kepastian
kebenaran penggunaan dana sesuai anggaran yang telah ditetapkan;
Menyusun laporan keuangan (bulanan, semesteran, dan tahunan) Badan
Lingkungan Hidup berdasarkan ketentuan yang berlaku sebag&u bahan
pertanggungjawaban atas kegiatan yang telah dxprogramkan

Melaksanakan pengelolaan gaji pegawai Badan Llngkungan Hidup
berdasarkan ketentuan yang berlaku guna tertib administrasi; - '
. Menyiapkan bahan usulan SKPP gaji PNS yang.alih tugas/ pindah ke
Kabupaterr lain atau keluar daerah lain dan PNS ‘yang memnggal sesuai
peraturan yang berlaku guna tertib administrasi;

. - Melaksanaksn pangolahan data/perhitungan/ rekap1tulas1 laporan berkala

terhadap belanja pegawai, barang dan jasa serta operasional Badan
Lingkungan Hidup guna dijadikan dasar dalam penyusunan laporan rea11sas1
anggaran; _

. Menghimpun dan menyiapkan balan usulan pengangkauln, pemegang
kas/pembantu pemegang kas serta ‘atasan langsungnya unLuk dlsampukan'
kepada pimpinan; - .

Mengevaluasi pelaksanaan tugas Bawahan dengan mernbandmgkan hasil

kerja dengan rencana kerja yang telah disusun untuk meng,etahul tmgkat
kinerja yang telah dicapai;

Mengatur dan-mengkoordinir penyelenggaraan administrasi kcuangan seperti |

kegiatan pencairan, pembuatan dokumen penerimanan dan pengeluaran
uang, pembayaran, penyimpanan dan pembukuan sesuai dengan ketentuan
yang berlaku dalam rangka tertibnya pengelolahan administrasi keuangan;

Mengontrol pelaksanaan tugas bawahan dalam melaksanakan tugas bawahan -
dan kegiatan berdasarkan program kerja dan ketentuan yang berlaku untuk

menghindari terjadinya kesalahan dan penyimpangan dalam pelaksanaan o

tugas;
Membuat laporan hasil pelaksanaan tugas berdasarkan progmm kerja yang '
telah ditetapkan sebagai pertanggungjawaban kepada pimpinan; dan-

Melaksanakan tugas kedinasan lalnnya yang berkaitan dengan tupoksi sesuai ;
petunjuk dan arahan pimpinan untuk kelancaran pelaksanaan tugas. -
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(1)

RIS
Bagian Keenam : _
Kepala Bidang Amdal dan Penataan Hukum Lingkungan _

Pasal 13

Bidang Amdal dan Penataan Hukum Llngkungan mempunyai tugas
‘menyusun rencana dan program kerja, menyiapkan bahan perumusan

- kebijakan teknis, koordinasi, fasﬂltasl monitoring, cvaluam dan pelaporan

(2)

pelaksanaan program di bidang AMDAL dan penataan hukumn llngkungan
meliputi pengelolaan AMDAL, penataan Hukum Lingkungan.

Bidang Amdal dan Penataan Hukum Lingkungan sebagaimana dimaksud

‘pada ayat (1) dipimpin oleh scorang Kepala Bidang yang berkedudukan di

bawah dan bertanggiing jawab kepada Kepala Badan melalui Sckretaris.

Pasal 14

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pagal 13, Kepala

a.

!E‘}idang AMDAL dan Penataan Hukum Lingkungan mempunyai urainn tugas :

Merencanakan dan menyusun program kerja Bidang AMDAL duan Penataan
Hukum Lingkungan Badan Lingkungan Hidup berdasarkan Rencana Sirategis
(RENSTRA) serta ketentuan yang berlaku sebagai pedmnun : clalarn
melaksanakan tugas;

Mcmbagl tugas kepada para Kepala Sub Bidang sesuai dengan tugas pokok o

dan fungsi masing-masing agar pelaksanaan tugas sesuai dengun rencana
yang telah ditetapkan; '

Memberi petunjuk kerja kepada para Kepala Sub ‘Bidang secara. l1san dan
tertulis berdasarkan ketentuan yang berlaku agar tugas dapat dllaksanakan
dengan cepat dan benar;

Mengarahkan dan mengkoordinasikan pelaksanaan tugas para chala Sub -
Bidang untuk meningkatkan kelancaran dan menghmdan texjadlnya

. kesalahan serta penyimpangan dalam pelaksanaan tugas;.. L
Mengkoordinasikan kegiatan Bidang AMDAL dan Pcnataan Hukum__

Lingkungan Badan Lingkungan Hidup dengan unit kerja terkait, berdasarkan

ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku agar kegiatan

dapat dilaksanakan secara terarah, tcrpadu serasi dan tepat sasaran;

Melakukan pengawasan terhadap bawahan dalam melaksanakan tugas, baik -
secara langsung maupun tidak langsung untuk menghmdan penylmpangan

- dari ketentuan yang berlaku; ‘

h.

Menyusun bahan rumusan kebijakan teknis di- Bidang AMDAL dan Penataan
Hukum Lingkungan sesuai dengan: ketentuan dan peraturan yang berlaku
guna dijadikan acuan dalam pelaksanaan tugas;

Mengendalikan penyelenggaraan program / kegiatan- di Bldan[, AMDAL dan
Penataan Hukum Lingkungan sesuai ketentuan yang ‘berlaku untuk
efektifitas pelaksanaan program;

‘Melaksanakan Penilaian dan Pengkajian bersama Kom151 AMDAL dan Komisi

UKL-UPL terhadap Dokumen Lingkungan yang diajukan pemprakarsa untuk
bahan pengambilan keputusan pimpinan;

1
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j.  Menyelenggarakan monitoring, pengendalian, evaluasi dan pelaporan
. Lingkungan Hidup Bidang AMDAL dan Penataan Hukum Lingkungan dengan
membandingkan antara hasil kerja dengan reneana ker_]a yang dltetapkan |
untuk mengetahui tingkat keberhasilan; '
k. Menyampaikan hasil analisis dan ka_uan atas informasi, permasalahan yang
dihadapi dan tata laksana pada. Bldang AMDAL dan Penataan Hukum
Lingkungan baik secara lisan maupun tertulis kepada atasan. sebageu bahan

: perumbangan dalam pengambllan keputusan;

. Memberikan saran dan pertlmbangaﬂ kepada pimpinan berkaitan dengan
permasalahan yang dihadapi baik secara lisan atau tertulis berdasarkan hasil’

. temuan dan masalah untuk dijacdikan bahan pertunbangun bagi pimginan
dualam mengambil kebijakan; : '

m. Menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugas kepada pimpinan berka.ttan
dengan kegiatan Bidang AMDAL dan Penataan Hukum Llngkungan yang
dilaksanakan sebagai perianggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan
sebagai bahan evaluasi serta pemlalan‘] kmcr]a oleh pimpinan; dan L -

n. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang berkaitan dengan tupoks1 sesuai
petunjuk dan arahan pimpinan untuk- kelancaran pelaksanaan tugas. '

Pasal 15
Kepala Bidang Amdal dan Penataa.n Hukum ngkungan membawalu
1. Kepala Sub Bidang Amdal. '
2. Kepala Sub Bidang Penataan Hukum ngklmgan

Bagian Ketujuh _
Kepala Sub Bidang Amdal

L -' Pasal 16 _ -
Kepala Sub Bidang Amdal mempunyal tugas memimpin Suh Bndang AMDAL' -
dalam melaksanakan tugas mengumpul dan mengolah bahan perumusan

kebijakan teknis, koordinasi, fasilitasi, monitoring, evaluasi dan pelaporan, -

petunjuk teknis pelaksanaan -program AMDAL meliputi penilnian AMDAL bagi-
jenis dan/atau kegiatan yang mempunyai dampak penting terhndap lingkungan
hidup, pemberian rekomendasi Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya
Pemantauan Lingkungan hidup (UKL dan'UPL), sosialisasi peraturan PerUndang-
Undangan di bidang AMDAL dan UKL/UPL bagl kegiatan yang potensial
berdampak penting terhadap lingkungan hidup, melaksanakan monitoring
terhadap pelaksanaan dokumen RKL-RPL dan UKL—UPL agar terc:pta k0n31sten81 '
antara rencana dan pelaksanaannya

Pasal 17

Untuk menyelenggarakan tugas sebagalmana dlmaksud dalam Pasal 16, Kepala - - 3

Sub Bidang AMDAL mempunyai uraian tugas :

-a. Merencanakan program kerja Sub Bidang AMDAL berdasarkan Rencana =

Strategis {RENSTRA) Badan Lingkungan Hidup serta ketentuan yang berlaku
sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas;
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b, Membagi tugas kepada bawahan sesuai tugas pokok dan fungsi masing-

masing agar pelaksanaan tugas sesuai dengan rencana yang telnh ditetnpkan,

~C. Memberi petunjuk kerja kepada bawahan baik secara lisann maupun lertulis
berdasarkan ketentuan agar tugas dapat dilaksanakan dengan cepat dan
benar;

d. Mengkoordinasi dan memfasilitasi dalam pelaksanaan tugas pada Sub Bidang
AMDAL agar tercapainya efisiensi dan efektifitas;

e. Melaksanakan kegiatan pemlalan AMDAL bagi jenis dan/ atau kcglatan yang
. mempunyai dampak penting terhadap lingkungan hidup berdasarkan
standar, norma dan prosedur yang dxtetapkan pemerintah guna terjaganya
lingkungan hidup; -

f. Membenkan rekomendasi Upaya Pcngclolaan Lingkungan Hidup dan Upaya
 Pemantauan Lingkungan hidup (UKL dan UPL) sesuai dengan ketentuan yang

' berlaku dan kaidah keilmuan guna efektlﬁtas pelestarian lingkungan;

£. Melaksanakan kegiatan sosialisasi peraturan PerUndang-Undangan di bidang

AMDAL dah UKL/UPL bagi kegiatan yang potensial berdampak penting

" terhadap lingkungan hidup sesuai dengan ketentuan yang berlaku guna
efektifitas upaya pelestarian lingkungan;

h. Melaksanakan kegiatan monitoring terhadap pclaksanaan dokumcn RKL-RPL
“dan UKL-UPL agar tercipta konsistensi antara rencana dan pelaksanaannya;

i. Mengontrol pelaksannan tugas bawghan dalam melaksanakan tugas ‘dan
kegiatan berdasarkan program kerja dan ketentuan yang berlaku untuk
.menghindari terjadmya kesalahan dan penylmpangan dalam peclaksanaan
tugas; -

j. Menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan  berkaitan dengan
permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan tugas baik secara lisan
maupun tertulis sebagai bahan pertimbangan bagi pimpinan dalam
mengambil keputusan; : ,

k. Membuat laporan hasil pelaksanaan tugas berdasarkan program kerja yang
telah ditetapkan sebagai pertanggunawaban kepada pimpinan; dan

l. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang berkaitan dengamn tupoksi sesuai
petunjuk dan arahan pimpinan untuk kelancaran pelaksanaan tugas.

BaganKechJapan
Kepala&:bBi‘hngPenataanHulmmLinglnmgan

Pasal 18

- Kepala Sub Bidang Penataan Hukum L1ngkungan mempunyai tugas memlmpm
(Sub Bidang Penataan Hukum Lingkungan dalam melaksanakan tugas
mengumpul dan mengolah bahan perumusan kebijakan tcknis, koordinasi,
fasilitasi, monitoring, evaluasi dan pelaporan, petunjuk tcknis pelaksanaan
- program ‘penataan Hukum lingkungan meliputi penanganan kasus-kasus
lingkungan hidup, pembinaan baku mutu lingkungan, pencgikan hukum
lingkungan, pelaksanaan dan pemantauan penaatan (taal) atas  perjunjian
internasional di bidang pengendahan dampak lingkungan, pemantavan
pengendalian pelaksanaan konvensi dan prornkol skala kota, pencgakan hukum
lingkungan terhadap peraturan pengcndahan pencemaran dan atau kerusakan
lingkungan yang dikeluarkan oleh da¢rah dalam skala‘ kota, penyusunan
prosedur tetap pembmaan dan penegakan hukum hngkungan skala kota,
pengawasan terhadap penataan persyaratan yang tercantum dalam izin
13



i
h

pembuangan air limbah ke air atau sumber air, perizinan pembuangan air limbah
ke air atau sumber air, perizinan pemanfaatan air limbah ke tanah untuk
aplikasi- pada tanah, pengaturan pengelolaan kualitas air dan pengendalian
pencemaran air skala kota, pengawasan terhadap penataan penanggungjawab
usaha dan atau kegiatan yang dapat menyebabkan terjadinya pencemaran udara
dari sumber bergerak dan tidak bergerak skala kota, pengaturan terhadap

pencegahan dan pengendalian pencemaran dan atau kerusakan wilayah pesisir

dan laut skala kota (berkoordinasi dengan unit kerja terkait),
f . _

Pasal 19

Untuk ményelcnggarakan tugas lscbagaimana dimaksud dalam Pasal 18, Kepala
Sub Bidang Penataan Hukum Lingkungan mempunyai uraian tugas :

a. Merencanakan program kerja .Sub Bidang Penataan Hukum Lingkungan
berdasarkan Rencana Strategis (RENSTRA) Badan Lingkungan Hidup serta
ketentuan yang berlaku sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas; ‘

b. Membagi tugas kepada bawahan sesuai tugas pokok dan fungsi masing- -
masing agar pelaksanaan tugas sesqm dengan rencana yang telah ditetapkan;

c. Memberi petunjuk kerja kepada bawahan baik sccara lisan maupun tertulis

berdasarkan ketentucm agar tugas dapat dllaksanakan dengan cepat dan
benar; :

d. Mengkoordinasi dan memfasilitasi dalam pelaksanaan tugas pada Sub Bldang
-Penataan Hukum Lingkungan agan tercapainya efisiensi dan efcktifitas;

‘e. Melaksanakan penanganan kasus Lingkungan Hidup berdasarkan ketentuan -

yang beilaku agar usaha / kegxatan memenuhi kaidah administrasi dan
* hukum terkait;

f. Melakukan pemantauan nngka.t ketaatan atas '-ketentuan bidang
pengendalian dampak lingkungan secara berkala guna kelestarian
lingkungan hidup; ¢

g. Melaksanakan pengawasan ketaatan terhadap izin pembuangan limbah cair,
pemanfaatan limbah cair, pemanfaatan limbah sesuai dengan ketentuan yang

~ berlaku agar usaha/kegiatan taat administrasi/hukum; _

h. Melaksanakan kegiatan pembinann baku mutu lingkungan sesuai dengan
ketentuan yang berlaka sebagini bahan pengambilan keputusan ;‘agar'

. lingkungan tetap terjaga dengan bailk _

i, -Melaksanakan kegiatan penegakan hukum lingkungan sesuai dengan
ketentuan yang berlaku agar usaha / kegiatan taat hukum;

j. - Melakukan penapisan terhadap usaha dan atau kegiatan yang bcrdampak

" terhadap lingkungan hidup sesuai dengan ketentuan yang berlaku guna
kelestarian lingkungan;

k. Melaksanakan pengawasan terhadap’ penataan persyaratan yang tercantum
dalam izin pembuangan air limbah ke air atau ke sumber air dan
penanggungjawab usaha: atail kegiatan yang menyebabkan terjadinya
pencemaran sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk kelencaran
pelaksanaan tugas; |

1. Mengontro}! pelaksanaan tugas bawahan dalam melaksanakan tugas dan

' kegiatan berdasarkan program kerja dan ketentuan yang berlaku untuk

' menghindari terjadinya kesalahan dan pcnylmpangan dalum pelaksanaan

tugas, : :
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. Menyampaikan saran dan pertimbanéan kepada atasan berkaitan dengan |

. permasalahan yang dihadapi dalain pelaksanaan: tugas baik sccara lisan

(1)

(2)

maupun tertulis -sebagai bahan pertimbangan bagi pimpinan dalam
mengambil keputusan;

Membuat laporan hasil pelaksanaan tugas berdasarkan program kerja yang |
telah ditetapkan sebagai pertanggungjawaban kepada pimpinan; dan

Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang berkaitan dengan tupoksi sesuai

~petunjuk dan arahan pimpinan untuk kelancaran pelaksanaan tugas.

KepahBidangPengmcthengamhlhn'_
| Pasal 20

Bidang Pengawasan dan Pengendalian mempunyai tugas menyusun rencana
dan program kerja, menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis,
koordinasi, fasilitasi, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan
program dibidang pengawasan dan pengendalian.

Bidang Pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada'uyat (1)
dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berkedudukan di bawsh dan
bertanggung jawab kepada Kepala Badan melalui Sekretaris.

Pasal 21

Untuk manyelenggarakan tugas scbagaii‘qana dimaksud dalam Pasal 20, Bidang
Pengawasan dan Pengendalian mempunyai uraian tugas:

a.

Merencanakan dan menyusun program kerja Bidung l’cm,uwasun dan
Pengendallan Badan Lingkungan Hidup berdasarkan Rencana Strategis

(RENSTRA) serta ketentuan yang berlaku sebagai pedoman dalam
melaksanakan tugas; '

Membagi tugas kepada para Kepala Sub Bidang sesuai dengan tugas pokok
dan fungsi masing-masing agar pelaksanaan tugas sesual dengan rencana

‘yang telah ditetapkan; o

Memberi petunjuk kerja kepada pard Kepala Sub Bxdang secara hsan dan
tertulis berdasarkan ketentuan yang berlaku agar tugas dapat dilaksanakan
dengan cepat dan benar;

. Mengarahkan dan mengkoordmasxkan pelaksanaan tugas para Kepala Sub

Bidang untuk meningkatkan kelancaran dan menghindari terjadinya
kesalahan serta penyimpangan dalam pelaksanaan tugas;

Mengkoordinasikan kegiatan Bidang Pengawasan. dan Pengendahan Badan

" Lingkungan Hidup dengan unit kerja terkait, berdasarkan ketentuan dan

peraturan perundang-undangan yang berlaku agar kegiatan dapat
dilaksanakan secara terarah, terpadu serasi dan tepat sasaran;

 Melakukan pengawasan terhadap bawahan dalam melaksanakan tugas, baik

secara langsung maupun tidak langsung untuk menghindari penyimpangan
dari ketentuan yang berlakuy; :

‘Menyusun bahan rumusan kebijakan teknis di Bidang Pengawasan dan

Pengendalian sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku guna _
dijadikan acuan dalam pelaksanaan tugas;
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h. Mengendalikan penyelenggaraan program / kegiatan di Bidang Peﬁgawasan
dan Pengendalian sesuai ketentuan yang berlaku untuk efektlﬁtas
pelaksanaan program; -

i, Menyelenggarakan monitoring, pengendalian, evaluasi dan pelaporan
Lingkungan Hidup Bidang Pengawasan dan Pengendalian dengan
membandingkan antara hasil kerja dengan rencana kerja yang ditetapkan
untuk mengetahui tingkat keberhasilan;

j.  Menyampaikan hasil analisis dan kajian atas informasi, permasalahan yang
dihadapi dan tata laksana pada Bidang Pengawasan dan Pengendalian baik
secara lisan maupun tertulis kepada: atasan sebagai bahan- pertimbangan
dalam pengambilan keputusan; : | '

k. Mecmberikan saran dan pertimbangan kepada pimpinan berkaitan dengan
permasalahan yang dihadapi baik secara lisan atau tertulis berdasarkan hasil
temuan dan masalah untuk dijadikan bahan pertimbangan bagi pimpinan
dalam mengambil kebijakan; )

1. Menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugas kepada punpman berkaltan
dengan kegiatan Bidang Pengawasan dan Pengendalian yang dilaksanakan
sebagai pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan sebagai bahan
evaluasi serta penilaian kinerja oleh pimpinan; dan ' |

m. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang berkaitan dengan tupoksi sesuai
petunjuk dan arahan pimpinan untuk kelanaaran pelaksanaan tugas. -

_ Pasal 22
Kepala Bidang Pengawasan dan Pengendalian membawahi :
1. Kepala Sub Bidang Pengawasan.
2. Kepala Sub Bidang Péngendalian.

Bagian l&eﬁepuluh
Kepala Sub Bidang Pengawasan

Pasal 23

Kepala Sub Bidang Pengawasan mempunyai tugas memimpin Sub Bidang
Pengawasan dalam melaksanakan tugas mengumpul dan mengolah bahan
perumusan kebijakan teknis, koordinasi, fasilitasi, monitoring, cvalunsi dan
" pelaporan, petunjuk teknis pelaksanaan progrim pengawasan
- pencemaran/kerusakan lingkungan meliputi pengawasan pengelolaan limbah
~ bahan berbahaya dan beracun (B3), pengawasan terhadap penataan persyaratan
yang tercantum dalam izin pembuangan air limbah ke air atau sumber air,
pengawasan atas pengendalian kerusakan/pencemaran lingkungan, pemantauan
* kualitas air pada sumber air skala kota, pemantauan kualitas udara, koordinasi -
dan pelaksanaan pemantauan kualitas.udara skala kota, pemantauan kualitas
lingkungan wilayah pesisir dan laut skala kota, pengawasan atas pengendalian
kerusakan dan atau lahan yang berdampak atau diperkirakan dapat berdampak
skala kota, pengawasan atas pengendalian kerusakan lahan dan atau tanah
akibat kegiatan yang berdampak atau yang diperkirakan berdampak. |
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Pasal 24

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dlmaksud dalum Pasnl 23, K(-pala
Sub Bidang Pengawasan mempunyai uraian tugas :

a.

Merencanakan program kerja Sub Bidang Pengawasan he:"dm’u_wl.m'n Rencana
Strategis (RENSTRA) Badan Lingkungan Hidup serta ketentuan yang berlaku
sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas

Membagi fugas kepada bawahan sesuai tugas pokok dan fung31 masing-

_muasing agar pelaksanaan tugas sesuai 1,clenge‘:m rencana yang telah ditetapkan;

Memberi petunjuk kerja kepada bawahan baik secara lisan maupi.ln tertulis
berdasarkan ketentuan agar tugas dapat dllaksanakan dengan cepat dan

- benar; - : i

- Mengkoordmam dan memfasilitasi dalam pelaksarnaan tugas pada Sub Bidang
. Pengawasan agar tercapainya efisiensi dan efektifitas;

Melaksanakan kegiataan pengawasan pengelolaan limbah bahan berbahaya .

" dan beracun (B3) sesuai dengan ketentuan yang berlaku bekerjasama dengan

1
1,

pihak. terkait guna mengendalikan ikemungkman terjachnya pencemaran

~ lingkungan;
- Melaksanakan kegiatan pengawasan dalam rangka pengendalian kerusakan /

pencemaran berdasarkan keetentuan yang berlaku dan izin kelayak_an,'.
lingkungan guna terkendalinya pencemaran dan kerusakan lingkungan;

Melakukan pengawasan kerusakan lahan skala kota sesuai dengan

ketentuan yang berlalcu sebagai pengendali kerusakan agal lahan tetap _

terjags;
. Meclakukan pcngaWasan terhadap usaha dan atau kegiatan yang berdampak

terhadap- lingkungan hidup sesuai dengan ketentuan yang berlaku sebagai
pengendali agar tisaha dan atau kegiatan menjaga lingkungan dengan baik;
Melaksanakan pengawasan terhadap penataan penanggungjawaban - usaha

dan atau keglatan yang menyebabkan terjadinya pencemaran sesuai dengan

ketentuan yang berlaka untuk pengendali pencemaran agar usaha dan atau
kegiatan terus menjaga lingkungan dengan baik; ‘
Melakukan pengawasan: dan pengendalian kerusakan lahan dan atau tanah

- akibat kegiatan wilayah pesisir dan laut skala kota sebagai ‘pengambil
- keputusan. agar wﬂayah pesisir dan laut terhindar darl keri.lsakan :

lingkungan;

Melakukan pemeastauan kualitas hngkungan meliputi air, udara dan tanah

sebagai pengendali lingkungan untuk menciptakan air, udara dan tanah -

~ berkualitas;

Mengontrol pelaksanaan tugas bawahan dalam . melakqannkun tugas dan

kegiatan berdasarkan program kerja dan ketentuan yang berlaku untuk

menghmdan teljadmya kcsalahan dan penynnpangan dalam p(,lakaanaan.
tugas;

Menyampaikan saran dan pertlmbangan kepada atasan l)crkmtan dengan

- permasalahan yang d1hadap1 dalam - ,pelaksanaan tugas baik sccarn lisan

maupun tertulis sebagai bahan- pertunbangan bug: pimpinan . dalam
mengambil keputusan,

{
Membuat laporan hasil pelaksanaan tugas bcrdasarkan pmgnun kerja yang

~ telah ditetapkan sebagai pertanggungjawaban kepada pimpinan; .t lan
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‘0. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang berkaitan dengan tupoksi sesuai _
petunjuk dan arahan pimpinan untuk kelancaran pelaksanaan tugas.

Pasal 25 _

Kepala Sub Bidang Pengendalian mempunyai tugas memimpio Sub Bidang
~ Pengendalian dalam melaksanakan tugas mengumpul dan mengolah bahan

ferumusan kebijakan tekhis, koordinasi, fasilitasi, monitoring, cvaluasi dan -
pelaporan, petunjuk teknis pelaksanaan program pengendulinn lingkungan
meliputi pengendalian pencemaran udara, pengendalian pencemaran dan atau
kerusakan pesisir dan laut, pengendalian pencemaran dan atau kerusakan tanah
~ akibat kebakaran hutan dan atan lahan, pengendalian pencemaran dan atau
~ kerusakan tanah untuk kegiatan produksi biomassa pengclolaan. kualilas air
skala kota, pengendalian pencemaran air pada sumber air vkalis kota, penelapan
kelas air pada sumber air skala kota, penanggulangan pencemaran dan atau
kerusakan lingkungan akibat bencana kota skala kota, penyusunan kebijakan
pengendalian pencemaran lingkungan hidup, pengendalian kerusakan dan atau
penoemaran lingkungan hidup yang berkaitan dengan kebakaran hutan dan atan
lahan, penetapan kriteria kota baku kerusakan lahan dan atau tanah kota untuk
kegiatan pertanian, perkebunan dan hutan tanaman berdasarkan Kkriteria baku
kerudakan tanah nasienal (berkoordinasi dengan unit kerja terkait). |

Untuk menyelenggarakan tugas scbagaumana dimaksud dalam Paqal 25, Kepala '
Sub Bldang Pengendalian mempunyai uralan tugas :

‘a. Merencanakan program kerja Sub Bidahg Pengendalian berdasarkan Rencana-
Strategis (RENSTRA) Badan Lingkungan Hidup serta ketentuan yang berlaku
' sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas;
b. -Membagi tugas kepada bawahan sesuai tugas pokok dan fungsi masing-
. masing agar pelaksanaan tugas sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan;

c. Memberi petunjuk kerja kepada bawahan baik secara lisan maupun tertulis
berdasarkan ketentuan agar tugas dapat dilaksanakan d(.ng,an cepat dan

" benar; .
d. Mengkoordinasi dan mcmfasxhl.asx dalam pelaksanaan tugas pada Sub Bldang '
Pengandalian agar tercapainya efis:ensx dan efektifitas;

e.- Melaksanakan pengendalian pencemaran udara sesuai ketentuan yang
- berlaku sebagai bahan pengambilan keputusan agar Kota Smgkawang
- terhindar dari polusi udara;

f. Melaksanakan pengendalian pencemaran dan atau kerusakan pes1s1r dan
laat ' berdasarkan ketentuan yang ‘berlaku sebagai bahan pengatnbilan
keputusan agar pesisir dan laut terhindar dari pencemaran dan kerusakan; -

g Melaksanakan pengendalian pencemaran dan atau kerusakan- tanah akibat
kebakaran hutan dan atau lahan berdasarkan analisa data, informasi dan
- konsep terkait sebagai bahan pengambilan keputusan agar tanah, hutan dan-
atau lahan terhindar dari kebakaran atau pencemaran; |
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1)

(2)

Melaksanakan pengendalian pencemaran dan atau kerusakan tanah akibat
kegiatan produksi biomassa pengelo}aan kualitas air skala kota sebagai
bahan pengambil keputusan agar pengelolann sumber air di Smgka\. ang
berjalan dengan baik; . -
Mclakukan pengendalian pencemaran a1r pada sumber air skala kota dengan
melakukan analisa data faktual berdasarkan kaidah keilmuan terkait sebagai
bahan pengambilan keputusan agar sumber air di Kota Singkawang selalu

“dalam kualitas yang baik;

Melakukan penanggulangan pencemaran dam atau kerusakan lmgkungan
akibat bencana kota skala kota berdasarkan analisa situasi dan kaidah
keilmuat terkait sebagai bahan pertimbangan pimpinan dalam pcngambﬂan
keputuaan;

Melaksanakan kegiatan penetapan kntena baku dalam ska.la kota tentang .
kerusakan lahan dan atau tanah kota untuk kegiatan pertaman perkebunan -
dan hutan tanaman berdasarkan kriteria baku kerusakan tanah nasional;
Mengontrol pelaksanaan tugas bawahan dalam melaksanakan tugas dan
kegiatan berdasarkan program kerja dan ketentuan yang berlaku untuk
menghindari terjadinya kesalahan dan penyimpangan dalam pelaksanaan
tugas,

.. Menyampaikan saran dan. pertimbangan kepada atasan berkaitan dengan

permasalaha.n yang dihadapi dalam pelaksanaan tugas baik secara lisan
maupun tertulis sebagai bahan’ perumbangan bagi punpman dalam
mengambll keputusan;

Membuat laporan hasil pelaksanaan tugas berdasarkan program kerja yang
telah ditetapkan sebagai pertanggungjawaban kcpada pimpinan; dan

Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang berkaitan dengan tnpnlcm sesuax
petunjuk dan arahan pimpinan untuk kelancaran pelaksannan {ugas.

Bagian Keduabelas
KepahBi(hngPengemban@nKapasﬂm

Pasal’ 27

Bidang Pengembangan Kapasmas mempunyai tugas membantu tugas Kepala
Badan dengan menyusun rencana :dan program kerja, menyiapkan bahan

- perumusan kebijakan teknis, koordinasi, fasilitasi, monitoring, evaluasi dan

pelaporan pelaksanaan program pengembangan kapa31tas dan’ kelembagaan,
konservasi dan rehabilitasi lingkungan.

Bidang Pengembangan Kapasitas sebagmmana dlmaksud pada ayat (1}

‘dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berkedudukan di- bawah dan

- bertanggung jawab kepada Kepala Badan melalui Sekretaris. -

Pasal 28

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27, Kepala
Bidang Pengembangan Kapasitas mempunyai uraian tugas:

a.

Merencanakan dan menyusun '_program kerja Bidang Pengembangan
Kapasitas Badan Lingkungan Hidup berdasarkan Rencona  Strategis
(RENSTRA) serta ketentuan yurqg berlaku sebagai pedoman dalam

~melaksana.kan tugas, f

19,
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Membagi tugas kepada para Kepala;Srub Bidang sesuai dengan tugas pokok
dan fungsi masing-masing agar pelaksanaan tugas sesuai dengan rencana
yvang telah dltetapkan, ' : :

Memberi petun_]uk kerja kepada para Kepala Sub Bidang secara llsan dan
tertulis berdasarkan ketentuan yang berlaku agar tugas dapat dilaksanakan

, dengan cepat dan benar;

Mengarahkan dan mengkoordinasikan pelaksanaan tugas. para chala Sub
Bidang untuk meningkatkan kelancaran dan menghmdan terjadmya
kesalahan serta penyumpangan dalam pelaksanaan tugas;

. Mengkoordmasﬂcan kegiatan Bidang ' Pengembangan Kapasnas Badan

Lingkungan Hidup dengan unit kelja terkait, berdasarkan ketentuan dan
peraturan perundang-undangan yang berlaku agar kegiatan dapat
dilaksanakan secara terarah, terpadu serasi dan tepat sasaran;

Melakukan pengawasan terhadap hawahan dalam melaksanakan tugas, baik
sccara langsang maupun tidak langsung uatuk menghindari penyimpaugan
dari ketentuan yang berlaku;

Menyusun bahan rumusan kebijakan teknis di Bidang Pcngembangan'

‘Kapasitas sesuat dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku guna

dijadikan acuan dalam pelaksanaan tugas;
Mengendalikan penyelenggaraan program /[ keglatan di Bidang

Pengembangan Kapasitas sesuai ketentuan yang berlaku untuk efekuﬁtas

pelaksanaan program; : :
Menyelenggarakan monitoring; pengendalian, evaluasi dan pclaporan o
Lingkungan Hidup Bidang Pengembangan Kapasitas dengan membandingkan
antara hasil kerja dengan rencana kerja yang ditetapkan untuk mengetahui
tingkat keberhasilan; : :
Menyampaikan hasil analisis dan ka_jlan atas informasi, pu mnsalaha.n yang
dihadapi dan tata laksana pada Bidang Pengembangan Kapasitis baik secara
lisan maupun tertulis kepada atasan sebagai bahan pertlmhangan dalam
pengambilan keputusan;

Memberikan saran dan pcrtirribangah kepada pimpinan berkaitan dengan

permasalahan yang dihadapi baik secara lisan atau tertulis berdasarkan hasil

temuan dan masalah untuk dijadikan bahan pertimbangnn bagi pimpinan
dalam mengambil kebijakan;

Menyampaikan laporan hasil pelaksariaan tugas kepada pnnplmm bcikaltan
dengan kegiatan Bidang Pengembangahn Kapasitas yang dilaksanakan scbagai
pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan sebagai buhan cvnluasn
serta penilaian kinerja oleh pimpinan; dan

Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang berkaitan dengun tupoksi sesuai
petunjuk dan arahan pimpinan untuk kelancaran pelaksanaan tugas.

Pasal 29

Kepala Bidang Pengembangan Kapasitas membawabhi :

1.

Kepala Sub Bidang Pengembangan Kapasitas dan Kelembagaari. '

2. Kepala Sub Bidang Konservasi dan Rehabilitasi Lingkungan. . .
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Bagian Ketigabelas
Kepala Sub Bidang Pengembangan Kapasitas dan Kelembgigau'n

| Pasal 30
Kepala Sub Bidang Pengembangan Kapasitas dan Kelembagaan mempunyai
tugas memimpin Sub Bidang Pengembangan Kapasitas dan Kelembagoan dalam

melaksanakan tugas mengumpulkan dan mengolah bahan peruinusan. kebijakan
teknis, koordinasi, fasilitasi, evaluasi, pelaporan dan pelunjuk teknis
pelaksanaan kegiatan di hbidang pengembangan Kkapasitas dan kelembagaan
‘pengelolaan lingkungan hidup, pengembangan perangkat ekonomi lingkungan,
pembinaan dan pengawasan penerapan SNI dan standar kompetensi personil
bidang pengelolaan lingkungan hidup skala kota, pembinaan dan pengawasan
penerapan sistem manajemen lingkungan, ekolabel, produksi bersih dan
teknologi berwawasan lingkungan yang mendukung pola produksi dan konsumsi
yang berkelanjutan pada skala kota, penyelenggaraan pendidikan dan latihan di
bidang lin'gkungan' hidup sesuai permasalahan lingkungan hidup skala kota,
koordinasi kota sehat/adipura dan pendidikan hngkungan (Adiwiyata), dan
pengembangan data dan informasi lingkungan.

: Pasal 31

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30, Kepala

Sub Bidang Pengembangan Kapasitas dan Kelembagaan mempunyai uraian

tugas :

a. Merencanakan program kerja Sub Bidang Pengambangan Kapasitas dan
Kelembagaan berdasarkan Rencana Strategis (RENSTRA} Badan Lingkungan
Hidup serta ketentuan yang berlaku sebagai pedoman dalam melaksanakan
tugas;

b. Membagi tugas kepacda bawahan sesuai tugas pokok dan fungsi masing-
masing agar pelaksanaan tugas sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan;

c. Memberi petunjuk kerja kepada bawahan baik secara lisan maupun tertulis
berdasarkan ketentuan agar tugas dapat dilaksanakan dengan cepat dan
benar;

d. Mengkoordinasi dan memfasilitasi ddlam pelaksanaan tugas padd Sub Bldang
Pengembangan Kapasitas dan Kelembagaan agar tercapainya eﬁ51en31 dan
efektifitas;

e. Melaksanakan pengembangan perangkat ekonomi lingkungan sesuai dengan
ketentuan yang berlaku guna keselarasan peningkatan ckonomi dan
kelestarian lingkungan;

. Melaksanakan pembinaan dan pengawasam penerapan SNI dan standar
kompetensi personil bidang pengelolaan lingkungan hidup skala kota sesuai
dengan ketentuan yang berlaku guna efektifitas pelaksanaan tugas di lingkup
lingkungan hidup; i

g. melaksanakan kegiatan. pembmaan dan pengawasan pencrapan sistem
manajemen lingkungan, ekolabel, produksi bersih dan teknologi berwawasan
lingkungan yang mendukung pola produksi dan konsumsi yang
berkelanjutan pada skala kota dengan melakukan pengawasan dan
penyuluhan sesuai dengan ketentuan yang berlaku guna menjaga kualitas
lingkungan hidup; '
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h. Memfasilitasi penyelenggaraan pendidikan dan latihan di bidang lingkungan

' hidup sesuai permasalahan lingkungan hidup skala kota guna peningkatan
-kapas1tas persanil maupun masyarakat daleam peran aktif menjaga
kelestarian lingkungan hidup; ' _

i.  Melaksanakan persiapan dan fasilitasi keglatan kota sehat/ adlpura dengan

' mempersiapkan daftar isian dan melakukan pengawasan titik pantau datil

dan wilayah program guna tercapainya hasil yang maksimal;

j. Melaksanakan persiapan dan . fasilitasi kegiatan pendidikan lmglcungan
| (Adiwiyata) sesuai dengan ketentuan yang berlaku wuntuk mcmperoleh hasﬂ
. penilaian yang maksimal, :
k. Melaksanakan persiapan dan fasilitasi kegiatan Pemilihan Duln Lingkungan
' sesuai dengan Ketentuan yang berlaku untuk mempcrolch hasil penilaian -

- yang maksimal, l
1. Melaksanakan kegiatan pengembangan data dan informasi lmgkungan
~ melalui website agar infarmasi lmgkungan skala Kota Singkawang dapat _'
- diakses oleh masyarakat luas; . :
m. Memberikan saran dan pertlmbangan berkaitan dcng(m Sub Bidang
Pengembangan Kapasitas dan Kelembagaan kepada atasan secara lisun atau
~ tertulis mengenai temuan dan masalah untuk dijadikan bahan perlimbangan
bagi Pimpinan dalam mengambil kebijakan;
n. Menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugas kcpdda Kepala - Badan '
sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan bahan evaluasi serta
" penilaian kinerja oleh Pimpinan; dan
- 0. Melaksanakan tugas kedinasan lamnyaﬁa yang berkaitan dengan tupok31 sesuai -
petunjuk dan arahan Pimpinan untuk kelancaran pelaksanaan tugas.

._,
-

BagianKeempatbehs
Kepah&:bBi:hngKmvasichnRehahﬂﬂnsiIﬂnghm@n

_ _ _ Pasal 32 _

Kepala Sub Bidang Konservasi dan Rehabilitasi Lingkungan mempunyai tugas
memimpin Sub Bidang Konservasi dan Rehabilitasi dalam melaksanakan tugas
mengumpulkan dan mengolah bahan peruminusan kebijakan tekhis, koordinasi,
fasilitasi, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan  konservasi dan -
rehabilitasi lingkungan meliputi perencanaan konservasi keanckaragaman hayati,
penetapan kawasan beresiko menimbulkan bencana lingkungan, penetapan dan
pelaksanaan ~ kebijakan ~ konservasi - dan pemanfaatan b(,rkelan_]utan
keanckaragaman hayati skalla'kota, penetapan dan pelaksanaan pengendalian
kemerosotan keanekaragnman hayati skala kota, peayelesaian konflik dalam
pemanfaatan keanekaraganman hayati- skala kota, pengembangan manajemen
- sistem informasi dan pengelolaan database keaneckaragaman hayati skala kota,
pengembangan ekowisata dan jasa lingkungan, pengembangan peningkatan
konservasi ‘daerah tangkapan air dan sumber-sumber air, pengembangan
koordinasi kerjasama konservasi sumber daya alam, penyusunan kebijakan,
norma, standar, prosedur dan- manual pengelolaan RTH, pelaksanaan

. pengendalian pada lahan kritis, penetapan kriteria teknis baku kerusakan

" lingkungan hidup skala kota yang berkaltan dengan kebakaran hutan dan lahan
{berkoordinasi denganunit kexja terkait). o

ok
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Pasal33

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32, Kepala
Sub Bidang Konservasi dan Rehabilitasi L_mgkungan mempunyai uraian tugas :

' a. Merencanakan program kerja Sub Bidang Konservasi dan Rechabilitasi
Lingkungan berdasarkan Rencana Strategis (RENSTRA) Badan Lingkungan
Hidup serta ketentuan yang berlaku sebagai pedoman dalam mcluksanakam
tugas; .

b. Membagi tugas kepada bawahan sesuai tugas pokok dan fungsi masing- -
masing agar pelaksanaan tugas sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan;

c.” Memberi petunjuk kerja kepada bawahan baik secara lisan maupun tertulis

berdasarkan ketentuan agar tugas dapat dilaksanakan dengan ce_pat dan
benar;.

d. Mengkoordinasi dan memfasilitasi dalam pelaksanaan tugas pada Sub Bidang.

Konservasi dan Rehabilitasi Lingkungan agar tercapainya eﬁ51ens1 dan
efektifitas;

e. Menyiapkan bahan perencanaan/pengambilan kebijakan konserva51 dan
pemanfaatan berkelanjutan keanekaragaman hayati skala kota sesuai dengan
ketentuan yatig berlaku guna kelancaran pelaksanaan tugas;

. . Mempersiapkan bahan penetapan. kawasan beresiko menimbulkan bencana .

lingkungan sesuai dengan ketentuan yang berlaku guna efektifitas

pengambilan keputusan pimpinan; .

" g. Melaksanakan pengendalian kemerosotan keanekaragaman hayuu skala kota
dengan melakukan observasi dan tindakan yang sesuai dengun ketentuan

( yang berlaku guna menahan laJu kemerosotan keanckamguman hayati di

 kota Singkawang; _ '

h. Melaksanakat penyelesaian kanflik dalam pemanfantan kcunekaragaman
hayati skala kota sesuai dengan keteéntuan yang berlaku guna kclcuturlan '
keaneka ragaman Hayati; . '

i. . Mengelola data base Keanekaragaman Hayati'l{ota Singkawiing sesuai dengan

 ketentuan yang berlaku guna terscdianya informasi keanc luunpumun Iayati.
Kota Singkawang;

"~ .j. Mempersiapkan bahan pengembangan ekowisata dan jasa hngkungan,

peningkatan konservasi daerah tangkapan air dan sumber-sumber air,
koordinasi kerjasama konservasi sumber daya alam sesuai dengan ketentuan
yang berlaku guna peningkatan kualitas dan daya guna sumbcr daya a.lc:m di
Kota Singkawang
k. Melaksanakan pemngkatan Ruang Terbuka Hijau (RTH) sesuai dengan
- ketentuan yang berlatu guna peningkatan kualitas lingkungan hidup,

" 1. Melaksanakan pengendalian dan pemulihan lahan kritis sesuai dengan
ketentuan yang berlaku guna peningkatan kualitas lingkungan' hidup,

m. Mempersiapkan bahan penyusunan kriteria :teknis baku kerusakan
lingkungan hidup skala kota yang berkaitan dengan kebakaran hutan dan
lahan (berkoordinasi dengan unit kerja terkait)

n. Memberikan saran dan pertimbangan berkaitan dengan Sub Bldang

. Konservasi dan Rehabilitasi Lingkungan kepada.atasan secara lisan atau

tertulis mengenai temuan dan masalah untuk dijadikan bahan pertlmbangan '
bag1 Pimpinan dalam mengambil kebgékan '
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0. Mcnyampalkan laporan hasﬂ pelaksanaan tugas kepada Kepala Badan
. sebagai pertanggungjawaban pelaksahaan tugas dan bahan evaluasi serta
penilaian kinerja oleh Pimpinan; dan
p. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang berkaitan dengan tupokm sesuai
petunjuk dan arahan Pimpinan untuk kelancaran pelaksanaan tugas.

BAB Il
 KETENTUAN PENUTUP

Pasal" 34
Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

‘Agar setiap orang mengetahuinya, memenntahkan pengundangan. Peraturan Wah |
Kota ini dengan penempatannya dalam Benta Daerah Kota Singkawang.

Ditetapkan di Singkawang
pada tanggal 26 November 2014 .

WALI KOTA SINGKAWANG,
ttd
AWANG ISHAK -

Diundangkan di Singkawang
Pada tanggal 26 November 2014
SEKRETARIS DAERAH KOTA SINGKAWANG

t
ttd

SYECH BANDAR -

BERITA DAERAH KOTA SINGKAWANG TAHUN 2014 NOMOR 29

i

" Salinan sesuai dengan aslinya -
f, KEPALA BAGIAN HUKUM DAN PERUNDANG-UNDANGAN

ASMALI¥AR, SH
: Pembina
NIP. 19681016 199803 1 004
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